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Studi dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan restrukturisasi organisasi 
perangkat daerah pada sekretariat daerah Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan Restrukturisasi 
Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(2) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi 
organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (3) Upaya-
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.  
Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, 
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian yang digunakan 
adalah bahan hukum primer yang meliputi Bahan hukum yang berupa dokumen dan 
arsip-arsip resmi organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Karo dan peraturan 
perundangan yang berlaku; bahan hukum sekunder yang meliputi literatur- literatur 
seperti: buku, bahan seminar, makalah dan bahan hukum tertier yang berupa kamus 
hukum. Cara penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan 
narasumber. Dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah, pada masa yang akan 
datang  diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo mengedepankan efisiensi, yaitu 
organisasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi. Kemudian melakukan evaluasi 
organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang 
sesuai dengan visi misi yang jelas. Apabilla dalam evaluasi tersebut ditemui 
organisasi perangkat daerah yang tidak efektif dalam melaksanakan tupoksinya, maka 
sebaiknya dilakukan penyederhanaan/perampingan terhadap organisasi perangkat 
daerah tersebut dengan melakukan penghapusan atau pengabungan pada organisasi 
lain yang serumpun atau dianggap kurang efisien. 
 





















The study in this research on the implementation of the organizational restructuring 
of the regions in Karo district secretariat based on Government Regulation No. 41 
Year 2007 regarding Regional. The issues raised in this research are: (1) The 
restructuring of the regional organization in Karo District Secretariat under 
Government Regulation No. 41 Year 2007 regarding Regional (2) What factors are 
the bottlenecks in the implementation of the restructuring of the regional organization 
the Secretariat Karo District (3) the efforts made to overcome the obstacles faced in 
the implementation of the organizational restructuring of the regions in Karo District 
Secretariat. 
The research, carried out a kind of normative legal research, using normative 
juridical approach. Materials research is the primary legal materials include legal 
materials in the form of documents and archives of the official organization of the 
local government area Karo and applicable laws and regulations; material secondary 
law covering the literature such as: books, seminar materials, papers and materials 
tertiary legal form of legal dictionaries. The way research is done in two ways, 
namely library research and field research. Fieldwork was conducted through 
interviews with sources. In the organizational restructuring of the regions, in the 
future the Government expected Karo promote efficiency, the organizational structure 
is poor but rich in functionality. Then evaluate the organization of the regions with 
respect to the principles of the organization in accordance with a clear vision and 
mission. Apabilla organization encountered in the evaluation of the regions that are 
not effective in the tupoksinya, then it should be done simplification / streamlining 
the organization of the area with the elimination or merger of another organization 
closely allied or considered less efficient.  
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